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1. Kajian Konseptual Tentang Pemberdayaan Kelompok Kesejahteraan Sosial

Bina Mitra Usaha Pada Perempuan Desa Randuagung

1.

Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian  pemberdayaan menurut McArdle  mengartikan:
pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang orang yang
secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang orang yang telah
mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan
merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka
sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam
rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan
eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan
untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam
pengambilan keputusan.'

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan
individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam
masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur
keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan

! Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010)hal. 3

18



19

kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.?

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan — atau
tepatnya pengembangan sumber daya manusia — adalah upaya memperluas
horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk
melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai
logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang
dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-
pilihan.’

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan
antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan
yang sebenamya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial
masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam
melaksar;akan pe&xberdayaan masyarakét. |

Rojek, menekankan bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk
didalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung
pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu
dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga
komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, menjadi
sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam

konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.*

Anwar Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Bandung : Alfabeta, 2007) hal. 01

* Nanih Machendrawaty dkk, Pengembangan Masyarakat Islam, ( Bandung : Remaja Rosdakarya,
,1994) hal. 42

* Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010)hal.
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Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses
pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah
ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia
atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih

dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.
b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti
memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata
pencaharian, berpastisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam

‘melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.® -

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama
pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang
memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya
penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu
pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan
dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan

kewiraswastaan.®

® Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat (Bandung : PT Retika Adhitama,
2005)hal. 60

® Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan, (Bandung : Alfabeta, 2007)Hal. 03
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Human capital teory, menekankan bahwa manusia merupakan
sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan
taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan
lingkungannya. Menurut teori ini, konsep-konsep pendidikan harus
didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat

pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.’
b. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat
selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan
keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat
individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam
pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-
“orang harus terlibat ‘dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih
memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki
harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya
dilakukan secara kumulatif schingga semakin banyak ketrampilan yang

dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpastisipasinya.®

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan secara ringkas dapat
dikemukakan sebagai berikut:’
1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh

rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa

7 Ibid, hal. 04
8 Ibid. Hal. 03

® Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. (Jakarta :
Gramedia, 1999)hal. 56
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pereckonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan
masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka
sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi
yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme
pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah
kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan
melalui perubahan struktural.

3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari
ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian
sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3)
penguasaén teknologii dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan
produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya
memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin
adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan
yang masih lemah dan belum berkembang,

5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian
peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya
modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi

rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3)
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pelayanan pendidikan dan kesehatan;, (4) penguatan industri kecil; (5)
mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses
bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3)
peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung

sosial ekonomi masyarakat lokal.

c. Strategi Pemberdayaan

Secara umum, ada empat strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu:'
1. The Growth Strategy

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umurnnya dimaksudkan
untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui
peningkatan pendapatan per kapita penduduk, produktivitas, pertanian,
permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan
koﬁsumsi masy—farakat, terutama di pedesaan. Padé awalnya strategi ini
dianggap efektif. Akan tetapi, karena economic oriented sementara kaidah
hukum-hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah
sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya dan miskin, terutama di
daerah pedesaan. Akibatnya, begitu terjadi krisis ekonomi maka konflik dan
kekerasan sosial terjadi di mana-mana.!'
2. The Welfare Strategy

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi

dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat

1 Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)hal. 72-73

1 1bid.
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maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada
pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat,
salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah
kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sarnpai
kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang
demikian inilah dakwah dengan model pengembangan masyarakat menjadi
sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya
mandiri masyarakat."?
3. The Responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang
dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat
sendiri dengan bantuan pihak luar (se/f need and assistance) untuk
memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-
sumber yang sesuai bagi kebutuhan prosés pembangunan. Akan tetapi,
karena pemberdayaan masyarakat sendiri belum dilakukan maka strategi
yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit
ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan.
kecepatan teknologi sering kali, bahkan selalu, tidak diinbangi dengan
kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu
sendiri. Akibatnya, teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini

menjadi disfungsional."

2 1bid,
B 1bid.
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4. The Integrated or Holistic Strategy

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena
“kegagalan” ketiga strategi seperti telah dijelaskan, maka konsep kombinasi
dan unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik.
Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur
yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang
menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan
partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat."

Oleh karena itu, dalam strategi ini terdapat tiga prinsip dasar yang

harus dipenuhi, yaitu:

. Persamaan, keadilan, pemerataan, dan partisipasi merupakan tujuan yang

secara eksplisit harus ada dari strategi rnenyeluruh.

. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitnen maupun

dalam gaya dan cara bekerja. Oléh karena itu, badan publik yang belum
memiliki kemampuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang
kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya tujuan dan strategi holistik
tersebut, yakni untuk:

1.Menentukan arah nilai organisasi, energi, dan proses menuju strategi.
2.Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh institutional

leadership.

c. Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu. Dengan

demikian,

4 1bid.
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memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supraorganisasi yang
bertugas antara lain:

1.Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh.

2.Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan.
3.Membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan
(interdependensi) antara organisasi formal dan informal melalul sistem
manajemen strategis. Untuk menjaga ketiga prinsip tersebut maka dalam
strategi itu diperlukan keterlibatan banyak ahli yang bekerja secara
profesional sesuai dengan bidangnya masing masing. Atas dasar itu pulalah
model dakwah pengembangan masyarakat juga melibatkan para ahli yang
bertindak sebagai fasilitator, sesuai bidang dan profesi masing masing.

Jadi, setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan pada
pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok :
(1) Strategi pokok pembérdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari
seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. (2) Kerangka makro
pemberdayaan masyarakat yang memuat berbagai besaran sebagai sasaran
yang harus dicapai. (3) Sumber anggaran pembangunan sebagai perkiraan
sumber-sumber pembiayaan pembangunan. (4) Kerangka dan perangkat
kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat. (5) Program - program
pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada
pengembangan kapasitas masyarakat. (6) Indikator keberhasilan program
yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi

program dan penyempurnaan program. "

5 Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Bandung : Alfabeta, 2007)hal. 80



d. Model Pemberdayaan

S
T~
Jack Rothman menyusun dan merumuskan tiga model dalam praktek

pemberdayaan masyarakat, yaitu : locallity development, social planning,

. 16
dan social action.”

1. Model Pengembangan Lokal (Locallity Development Model)

Model pengembangan lokal mensyaratkan bahwa perubahan dalam
masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif
yang luas disemua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap
penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan.

Pembangunan  masyarakat adalah proses yang dirancang untuk
menciptakan kondisi sosial-ckonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh
masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan

vang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.!”

2. Model Perencanaan Sosial (Social Planning Model)

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis
terhadap masalah sosial yang subtantif, seperti kenakalan remaja, perumahan
(pemukiman), kesehatan mental, dan masalah sosial lainnya. Selain itu model
ini menganggap betapa penting menggunakan cara perencanaan yang matang
dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara

rasional. Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dan dalam

= Ha%rg Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010)hal.
66-

7 Ibid
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pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat
perubahan-perubahan yang terjadi."
3. Model Aksi Sosial (Social Action Model)

Mode! ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan
kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan
sistematis. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat
yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang
lebih sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi.

Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar didalam
lembaga utama atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Model aksi sosial ini
menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam
hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan

organisasi-organisasi formal.'’
2. Pemberdayaan Ekonomi

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” dan
“nomos”. Artinya ‘tata kelola rumah tangga’. Tata-kelola itu diperlukan
supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah
‘ekonomi’ merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk

kebutuhan hidup rumah tangga..?’

Pemberdayaan sosial-ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan,

keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat

18 44
Ibid

*° Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010)hal.
66-70

% Bintoro Tjokroamidjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta : Haji Masagung,
1990)hal. 82
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dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-
ekonomi yang lebih baitk dengan kekuatan sendiri. Singkatnya,
pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya

dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Pemberdayaan sosial-ekonomi ini pada intinya dapat diupayakan
melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan,
pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan
memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan

dan keterapilan hidup dan kerja..*!

Perekonomian adalah merupakan modal dasar pembangunan, untuk
itu pembangunan dipedesaan adalah merupakan satu strategi pembangunan

yang dirangsang bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial

‘masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Kelompok Kesejahtéraan Sosial

Bina Mitra Usaha yang memberdayakan perempuan Desa Randuagung
tersebut diharapkan membawa perubahan terhadap kondisi perekonomian
masyarakat Randuagung, dengan demikian upaya yang dilakukan oleh
Kelompok Kesejahteraan Sosial tersebut adalah peningkatan kekreatifitasan
perempuan dalam kegiatan perekonomian yang ada dimasyarakat melalui
pemberian ketrampilan usaha dagang, pemberian pinjaman modal usaha
dengan bunga ringan, pemasaran hasil usaha, dan bagaimana berpartisipasi

dalam kehidupan politik yang ada dimasyarakat.

2 yayasan SPES, Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992)hal.

245
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Pudjiwati Sajogyo dalam penelitiannya tentang peranan wanita
dalam perkembangan masyarakat desa mengungkapkan betapa besar
sumbangan wanita dalam ekonomi masyarakat dan rumah tangga maupun

dalam kehidupan dirumah.?

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan
dan pemberdayaan difokuskan pada dorongan yang pada akhirnya akan
terjadi perubahan struktural dan dengan memperkuat kedudukan dan peran
ckonomi rakyat dalam konsisten perekonomian, yang tentunya mensyaratkan
langkah-langkah dasar yang meliputi pengawasan sumber daya manusia,
penguatan kelembagaan, penguasaan kelembagaan serta pengembangan dan

- 23
emberdayaan sumber daya manusia.
Y

3. Pemberdayaan Politik

Politik berasal dari Bahasa Yunani yang diani_i(an sebz;gai “negara-
kota” (polis), dan Ariestoteles merupakan orang pertama yang
memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia pada
dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu, ia ingin menjelaskan hakikat
kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama
lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan

politik.2*

Ariestoteles berkesimpulan, satu satunya cara untuk memaksimalkan

kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial

?2 Tapi Omas Ihromi, Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda, (Jakarta : Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1990)hal. 153

2 Sudarman Darim, Transformasi Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994)hal. 56

* Rodee dkk, Pengantar Iimu Politik, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)hal. 2
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yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu
kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan

konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara.?-

Riswanda Immawan mengatakan bahwa melakukan pemberdayaan
politik adalah upaya untuk menumbuhkan sense of belongingness dan sense
of responsiveness masyarakat terhadap negara, sehingga dengan begitu
masyarakat tidak hanya menjadi objek sebuah kebijakan dan kondisi politik,
tetapi menjadi subjek dan warga masyarakat yang partisipatif dan peduli

terhadap perkembagan negara dan masyarakat. *°

Masyarakat yang berdaya secara politik dengan sendirinya memiliki
motivasi untuk membangun diri, masyarakat dan negaranya dalam
perspektifnya sendiri yang fungsional dalam perwujudan masa depan negara
dan masyarakat yang berkemajuan. Dengan pembérdayaan politik maka
terjadi role sharing antara negara dan masyarakat, dimana hal tersebut
menjadi sesuatu yang niscaya untuk perluasan partisipasi dalam

pembangunan negara.

Dari penjelasan di atas maka pemberdayaan politik dapat dipahami
sebagai proses perwujudan kekuatan posisi dan daya tawar politik yang
berintikan upaya perluasan partisipasi massa dan penyebar luasan kebijakan

dalam pengambilan kebijakan.

25 .
Ibid, hal. 2-3
% Affan Gaffar, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, (Jakarta : CV Rajawali, 1989)hal 43
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Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang

terjadi.”’

Dengan adanya partisipasi dapat meningkatkan kemampuan
(pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan
mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan

untuk jangka yang lebih panjang.

Salah satu aspek lain dari pembangunan politik adalah kestabilan
politik itu sendiri. Ini dianggap sébagai prasyarat yang memungkinkan
terselenggaranya perkembangan institusional dalam sistem pemerintahan dan

politik, kelembagaan, ekonomi dan sosial suatu bangsa.

Kestabilan politik yang dinamis antara lain diukur dengan
terciptanya suatu pemerintahan yang kuat, luasnya penyertaan (aktif)
masyarakat didalam proses pembangunan, dan hasil yang dicapai pemerintah

atas dukungan dan partisipasi masyarakat.?®

Jadi, Pemberdayaan politik dapat difahami sebagai upaya untuk

menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek kebijakan

7 Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Bandung : Alfabeta, 2007) hal. 13
% Bintoro Tjokroamodjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta : Haji Masagung,
1990)hal. 26
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politik, tetapi bagaimana menumbuhkan tanggung jawab politik masyarakat
dalam kehidupan politik. Masyarakat yang berdaya secara politik dengan
sendirinya memiliki motivasi untuk membangun diri, masyarakat dan
negaranya dalam perspektifnya sendiri yang fungsional dalam perwujudan

masa depan negara dan masyarakat yang berkemajuan.

4. Peran Perempuan Di Dalam Masyarakat.

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak
Pendidikan adalah bagian dari upaya pemberdayaan menuju
kehidupan yang lebih baik. Seperti yang ditorehkan ibu kartini dalam “Habis
Gelap Terbitlah Terang”, pendidikan adalah suatu kebutuhan untuk
membuka jalan yang terang dari kegelapan. Pendidikan adalah tanggung
Jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk membuka tabir
kegelapan menjadi jalan yang terang. Dengan pendidikan diharapkan nilai

indeks pembangunan masyarakat Indonesia dapat meningkat sehingga

masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera.”’

Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua diharapkan mampu
mengenali potensi-potensi dan kelemahan kelemahan yang dimiliki si anak.
Pada dasarnya pola pendidikan anak cenderung meniru, saat mereka
mendapatkan nilai-nilai keteladanan, maka mereka meniru keteladanan.
Sebaliknya, saat mereka mendapatkan nilai-nilai kekerasan, maka mereka
meniru kekerasan. Intinya adalah kalau anak tidak pernah merasakan adanya

empati, maka ia tidak akan pernah bisa berempati kepada kedua orang tua.

% Bintoro Tjokroamodjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta : Haji Masagung,
1990)hal. 26
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Padahal dalam konsep pengembangan emosional, kemampuan berempati

perlu diberikan kepada anak.

Pada masa lampau, para orang tua (terutama ibu) mendongeng saat
anak berangkat tidur. Dongeng yang dibawakan pun bermacam macam, bisa
yang lucu, gembira, atau mendebarkan. Intinya adalah melakukan pendidikan
nilai nilai luhur, nilai nilai kebajikan, kearifan kearifan local yang patut
diajarkan pada anak. Meskipun tema maupun sumbernya berbeda, banyak
manfaat bisa dipetik dari kegiatan mendongeng. Salah satunya mendorong

anak mencintai buku alias gemar membaca.

Jadi, berdasarkan wacana diatas pendidikan memang merupakan
wahana yang ampuh untuk mengangkat manusia dari berbagai ketinggalan,
termasuk dari lembah kemiskinan. Melalui pendidikan selain memperoleh
kepandaian berupa ketrampilan berolah fikir, manusia juga memperoleh
wawasan baru yang akan membantu upaya mengangkat harkat hidup mereka,

baik sebagai pribadi maupun sebagai anak dari suatu bangsa.
b. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Dalam kehidupan sehari hari, sering kali keluarga dihadapkan pada
masalah pengambilan keputusan tentang hal hal yang berkaitan dengan
kepentingan para anggota keluarganya. Keputusan yang diambil sebaiknya

merupakan hasil kesepakatan bersama, apakah itu tentang isi keputusan yang
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diambil ataupun tentang siapa yang dianggap paling berhak untuk mengambil

keputusan terakhir.*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peranan wanita dalam
persoalan pengambilan keputusan, anatar lain seperti yang dikemukakan oleh
Rosaldo, dalam kerangka pemikirannya tentang hubungan antara wanita,
kebudayaan, dan masyarakatnya. la membedakan secara tegas dua sektor
kegiatan dalam masyarakat, yakni sektor publik dan sektor domestik. Sektor
domestik adalah bidang untuk wanita, yakni dilingkungan rumah tangganya
saja, sedang sektor publik adalah bidang untuk pria, yakni diluar lingkungan

rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.’!

Pembedaan terhadap kedua sektor ini tidak selalu sama ditiap
masyarakat, karena pada umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan dari
masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rosaldo, pada masyarakat dimana
terdapat pembedaan yang ketat antara kegiatan disektor domestik dan sektor
publik, yakni bila wanita terkucil dari pergaulan di masyarakat dan
sepenuhnya berada di bawah wewenang suaminya, maka kaum wanita (istri)
cenderung tidak mempunyai kukasaan sama sekali untuk mengambil

keputusan dalam keluarganya apalagi dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan atau gender dan pembangunan
merupakan sebuah pendekatan yang melihat terhadap perempuan dalam

pembangunan dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang

% Tapi Omas Thromi, Para ibu yang berperan tunggal dan yang berperan ganda (Jakarta : Fakultas
Ekonomi-Ul, 1990)hal. 87
% Ibid, 89
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dilakukan perempuan, kerja produktif, kerja reproduktif, privat dan publik
dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan

keluarga dan rumah tangga.

Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan
dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal dan sedikit banyak lebih
menekankan pembuatan undang undang yang berkenaan dengan kesamaan
antara laki laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu
sendiri untuk berusaha merubah dan mentransformasikan struktur yang
sangat bertentangan dengan mereka , seperti undang undang perburuan,

control laki laki dan hak atas tubuh dan hak reproduktif perempuan.
¢. Peran Perempuan Dalam Kesehatan

Pada dasarnya, dapat dikemukakan bahwa wanita berperan sebagai

: sasaran)obyek sekaligus ~sebagai petugas pelaksana/subyek dalam
pembangunan kesechatan. Untuk menilai situasi wanita sebagai sasaran
pembangunan kesehatan, digunakan indikator status kesehatan wanita, yang
meliputi angka kematian bayi (wanita), umur harapan hidup (wanita), angka
kematian ibu/maternal, status gizi dan angka kesakitan, serta tingkat

produktivitas wanita.*

Sebagai subjek pembangunan kesehatan, wanita memberikan
sumbangsih yang cukup besar. Dalam jaringan pelayanan kesehatan

paripurna, peran wanita menonjol baik sebagai tenaga kesehatan professional

%2 Tapi Omas Ihromi, Kajian Wanita Dalam Pembangunan (Jakarta Yayasan Obor Indonesia,
1995)hal. 265
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pada unit pelayanan kesehatan formal maupun sebagai tenaga kesehatan non-
formal ditingkat keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai tenaga
kesehatan non-formal, hampir semua wanita sebagai ibu rumah tangga
menjalankan fungsi sebagai penjaga kesehatan dirumah. Ditingkat
masyarakat, upaya masyarakat untuk membina kelangsungan hidup ibu dan
anak melalui posyandu, dikelola oleh tenaga kerja sukarela masyarakat yang

hampir seluruhnya wanita.”®

Sumber daya manusia perempuan perlu dipersiapkan mulai dini,
penggalangan kepedulian pada pendidikan menjadi kunci pembebasan kaum
perempuan dari kebodohan. Perempuan dengan pendidikan rendah akan
memperoleh lapangan pekerjaan kasar dan syarat dengan kekerasan,
exploitasi, dan kapitalisasi perempuan. Budaya patrialistik yang memihak
pada laki laki telah menyebabkan rendahnya kesadaran kaum perempuan
untuk berkreatifitas. Lemahnya kesadaran perempuan akan hak hak
reproduksi, menyebabkan maraknya praktik praktik aborsi, prostitusi, dan

tindak kekerasan secara fisik dan seksual terhadap perempuan.

Jadi, tujuan pembangunan kesehatan adalah : untuk mempertinggi
derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang
tinggi, maka wanita sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan
pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak

tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda.

3 Ibid, hal 267
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5. Pemberdayaan Perempuan Dalam Konteks Gender

a. Kemitrasejajaran Wanita-Pria

Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akan tetapi,
dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut dengan istilah
gender stratification yang menempatkan status wanita dalam tatanan hierarkis
pada posisi subordinan atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria. Tatanan
hierarkis demikian antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan
akses pada sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan

akses pada peran politik).>*

Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih besar
kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria lebih banyak
mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan daripada wanita.
Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati posisi-posisi kunci dalam
proses pengarﬂbilan kepugusan. Oleh karena itu, perjuangan wanita untuk
mencapai puncak strata sosial lebih berat dan berliku-liku. Tentu saja,
kecenderungan semacam itu tidak melekat disetiap masyarakat. Namun bahwa

kecenderungan itu terjadi di sebagian besar Negara berkembang.

Dan konsep dari gender itu sendiri adalah suatu sifat yang melekat pada
kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
cultural, sehingga sifat itu bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat

yang lain maupun suatu kelas, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah

* Mayling Oey-Gardiner, Perempuan Indonesia Dulu dan Kini, (Jakarta : PT Gramedia, 1996)hal.
248
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lembut, cantik, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan

dan perkasa, tetapi sifat itu dapat dipertukarkan.

Sedangkan identitas gender adalah suatu perasaan subyektif tentang
keberadaan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang merupakan bagian
penting dari konsep diri seseorang. Identitas gender itu bertumpu pada hubungan
laki-laki perempuan yang asimetris, karena aspek biologis antara laki-laki dan
perempuan yang berbeda, sehingga stereotipe antara laki-laki dan perempuan
tentang apa yang dianggap pantas (sikap dan prilaku) juga berbeda, makna

stereotipe itu adalah suatu konsep yang berkaitan dengan peran tetapi berbeda.*

Karena stereotipe merupakan suatu generalisasi tentang sifat-sifat yang
dianggap memiliki oleh orang-orang tertentu yang didukung oleh fakta obyektif.
Sedangkan peran adalah pola prilaku yang ditentukan bagi seorang yang mengisi
kedudukan tertentu. Kedudukan itu mengisi peran seksual tertentu yang tergantung
dari lingkungan budaya, tingkatan sosial, ekonomi, usia, agama dan lain

sebagainya.

Identitas gender yang terbentuk di atas disebabkan oleh dibentuk,
disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural karena
itu pun gender dapat berubah sewaktu-waktu, seperti terjadi pada perubahan sifat-
sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Sedangkan tugas analisis gender untuk

mengatasi perbedaan yang terjadi seperti di atas.

3 Mansour Fakih, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)hal. 33
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Dalam pandangan islam yang dimaksud dengan gender adalah laki-laki
dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban syar’i, sebagaimana dikemukakan

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97
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Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa vang Telah mereka
kerjakan.”

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam
mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Disini al
Qur an dijadikan sebagai prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan yang
mencakilp berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, kultur
termasuk gender. Dan inti ajaran islam itu sendiri adalah mengajukan dan

menegakkan prinsip keadilan.

Dengan demikian murni dalam Al Qur’an adalah kesetaraan total antara
laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan oleh adanya tanggung jawab

yang sama dihadapan Allah.
b. Pemberdayaan Perempuan Dalam Konteks Gender

Pendekatan pemberdayaan dalam konteks gender adalah: pembangunan

bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, serta

% Departement Agama RI, 4/ Qur‘an dan Terjemah, hal. 139
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menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti ada pengakuan
makna produktif terhadap aktivitas perempuan meskipun dilakukan dalam rumah
tangga sepanjang dapat menambah pendapatan rumah tangga, pembangunan
organisasi perempuan, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat sebagai

syarat penting perubahan sosial berkelanjutan bagi perempuan.®’

Pemberdayaan perempuan adalah memberi suatu kemungkinan yang
menjadi terbaik untuk perempuan, Karena adanya potensi diri yang
memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Gerakan pemberdayaan ini muncul
disecbabkan oleh ketidakberdayaan (powerless) kaum perempuan dalam
menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan
peralihan industri dalam pembangunan kita. Dalam hal ini gerakan yang dilakukan
oleh kaum perempuan agar mendapat prioritas sebagai pengelola maupun

_ penerima manfaat program, serta memiliki kesempatan yang sama dalam proses

pengambilan keputusan pembangunan.*®

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan ini hakekatnya diarahkan
kepada peningkatan kedudukan, peran kemampuan, kemandirian serta ketahanan
spiritual agar menjadi mitra sejajar pria yang selaras, serasi, seimbang sebagai
bagian-bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

Kehadiran program pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai program

pembangunan masyarakat merupakan peluang yang berharga bagi wanita yang

7 Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Bandung : Alfabeta, 2007)hal. 191
% Mailing Oey-Gardiner, Perempuan Indonesia Dulu dan Kini... hal.247-248
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aktif membangun dirinya dan lingkungannya dalam upaya mereka mencapai dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka sendiri dan keluarga binaannya.

Kondisi dan situasi ini memungkinkan mereka melakukan tindakan
transformast dalam berbagai upaya pencapaian kesejahteraan keluarga yang
menyangkut dimensi fisik, ekonomi, sosial, moral dan kultural di dalam perannya
sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan disesuaikan tugas dan
peranannya sebagai kader PKK, mereka mampu mengubah lingkungannya dari
lingkungan kehidupan sosial yang positif kesuasana kehidupan bermasyarakat
yang aktif dinamis dan produktif. Tindakan mereka ini bersumber pada makna

nilai social budaya dan social ekonomi yang diwadahi dalam makna nilai agama.*®

Menurut Mark G. Hanna dan Buddy Robinson, ada tiga strategi utama
pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu : tradisional, direct action
(aksi langsung), dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar
mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai
keadaan. Strategi direct action membutuhkan dominasi kepentingan yang
dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari segi sudut perubahan
yang mungkin terjadi. Strategi transformatif menunjukan bahwa pendidikan massa
dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentfikasian kepentingan diri

sendiri,*

Oleh karena itu, pemberdayaan perlu mempertimbangkan basis sosial

budaya mereka seperti tradisi, norma yang berkembang diantaranya : sistem religi,

% Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan... hal. 90-91
“® Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Humaniora, 2010)hal. 19
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sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, teknologi, mata

. . 4
pencaharian, bahasa dan kesenian.*!

6. Kesejahteraan Sosial
a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Friedlander mengemukakan pengertian kesejahteraan sosial adalah sistem
yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang
dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai
tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, hubungan-hubungan personal dan
sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan
seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan

kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.*?

Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu bidang atau lapangan
usaha praktek pekerjaan sosial. Ini berarti menunjukan bahwa kesejahteraan sosial
mengandung pengertian yang lebih luas, meliputi pekerjaan sosial, program-
program dan kegiatan sosial lainnya dalam bidang kehidupan manusia. Konsep
kesejahteraan sosial sebagai suatu program berhubungan dengan berbagai upaya
yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan berbagai ketrampilan

ilmiah.

Oleh karena itu, lapangan kesejahteraan sosial melibatkan serta mencakup

berbagai fungsi dari beberapa keahlian dan profesi dalam bidang pelayanan

* Ibid, hal. 69
* Muhammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2006)hal. 8
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terhadap manusia, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dokter, penasehat hokum,

guru, perawat, psikiater, perencana, dan pekerja sosial.”

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial (social welfare) memiliki arti
yang berwayuh wajah, dalam artian dapat didefinisikan dari berbagai sudut
pandang. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau
kegiatan yang terorgainsir dalam bidang pembangunan sosial. Dalam konteks ini,
kesejahteraan sosial biasanya merujuk pada pekerjaan atau field of practice tempat
berkiprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk pekerja sosial, dokter, perawat,

guru, psikolog, dan psikiater.**

Sebagaimana yang dikatakan Fadhil bahwa kesejahteraan sosial adalah :
sistem yang terorganisasi, pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang
bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup
dan kesehatan yang memuaskan. Hal tersebut juga meliputi relasi-relasi pribadi
dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh
mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga

dan masyarakatnya.*’

Kesejahteraan dalam artian yang lebih luas mencakup berbagai tindakan
yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih
baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Isbandi Rukminto bahwasanya
kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang

untuk semua orang dan kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan usaha yang

* M. Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial (Bandung : Angkasa, 1990)hal. 9

* Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung : PT Refika Aditama,
2005)hal. 151

* M. Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial.... hal. 10
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terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.*

Sedangkan Abu Hurairah mengatakan bahwa, kesejahteraan sosial adalah :
suatu keadaan manusia yang baik atau sejahteta yang wujudnya apabila masalah-
masalah sosial terkendali, apabila kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, dan apabila
kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan. Dari definisi tersebut maka tersirat
bahwa individu, keluarga, dan masyarakat yang mampu mengatasi masalah
sosialnya akan lebih sejahtera. Demikian juga individu, keluarga dan masyarakat
akan menjadi sejahtera jika memiliki kesempatan sosial untuk mengembangkan

dan merealisasikan potensi-potensinya.*’

Sebagai suatu sistem, kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa komponen,
yaitu : pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, perumahan, pelayanan
kerja, dan pelayanan sosial personal. Untuk memberikan pelayanan sosial
personal, maka pelayanan yang diberikan harus berdasarkan hubungan antara
pelayanan (peksos) dan penerima pelayanan (klien) serta memerlukan tingkat

penyesuaian pertolongan yang tinggi maka diperlukan keahlian khusus.*®

Jadi, kesejahteraan dalam artian yang lebih luas mencakup berbagai
tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat
vang lebih baik. Masyarakat yang sejahtera akan dapat meningkatkan
keberfungsian sosialnya. Secara sederhana keberfungsian sosial didefinisikan

sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya

“ Isbandi Rukminto Adi,Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Interfensi Komunitas,
(Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi U, 2003)hal. 67

“7 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, (Bandung : Humaniora,
2008)hal. 29

*® Muhammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial... hal 15
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sesuai dengan status sosialnya, dalam arti menjalankan peran-peran sosial di

lingkungannya.
b. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem memiliki tujuan sebagai

berikut:*’

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar
kehidupan pokok yaitu kebutuhan sandang, perumahan, pangan, keschatan,

dan relasi-relasi sosial yang baik dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri di masyarakat maupun di lingkungannya,
misalnya  menggali  sumber-sumber daya, meningkatkan  dan

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Fungsi kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan : untuk
menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh
perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-
konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-

kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Soetomo menambahkan bahwa sebetulnya dalam berbagai usaha

kesejahteraan sosial yang baku telah dikenal adanya beberapa fungsi yaitu ;!

* M. Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial..... hal. 32
% Ibid hal. 34

%! Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)hal.
361-362
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1. Fungsi pemulihan (rehabilitative) yang dimaksudkan untuk meniadakan
hambatan-hambatan yang menyebabkan sescorang atau sekelompok orang
tidak dapat berfungsi dan berperanan sesuai denga kedudukannya sebagai

anggota masyarakat.

2. Fungsi pencegahan (pretentive) yang dimaksudkan sebagai langkah untuk

mencegah supaya tidak terjadi masalah kesejahteraan sosial.

3. Fungsi pengembangan (developmental) yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang

agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.

4. Fungsi penunjang (supportive) berfungsi untuk menunjang program dan

fungsi lain agar dapat berjalan lebih baik.

Dalam kaitannya dengan bidang usaha kesejahteraan sosial ada beberapa

karakteristik usaha kesejahteraan sosial masa kini, yaitu :*

1.Menanggapi kebutuhan manusia.

2.Usaha kesejahteraan sosial diorganisir guna menanggapi kompleksitas
masyarakat.

perkotaan yang modern.

3. Kesejahteraan sosial mengarah ke spesialisasi, sehingga lembaga

kesejahteraan
sosialnya juga menjadi lebih terspesialisasi.

4.Usaha kesejahteraan sosial menjadi sangat luas.

*2 Isbandi Rukminto Adi, Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : PT
Raja Grafindo, 1994) hal. 10
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c. Masalah kesejahteraan sosial

Timbulnya masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh lima

hambatan sebagai berikut :*

1. Ketergantungan ekonomi,

2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri.

3. Kesehatan yang buruk.

4. Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi.

5. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang
atau tidak baik.

Isbandi Rukminto mengatakan bahwa secara umum ada beberapa faktor
yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya,

diantaranya adalah:

1. Ketidakmampuan individu untuk memahami tuntutan lingkungannya.

2. Ketidakmampuan situasional (lingkungan) dan kondisi lainnya yang berada

dibawah garis kemampuan individu untuk menyesuaikan dirinya.

3. Ketidakmampuan atau ketidaklengkapan dari kedua faktor personal

(individu) dan situasional (lingkungan).54
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
1. Skripsi karya Husin yang berjudul “Muslimat NU dan Pemberdayaan Perempuan

(Membangun Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan Sebagai Program

Pemberdayaan Perempuan di Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung)”.

33 M. Fadhil Nurdin, Penganitar Studi Kesejahteraan Sosial.....hal. 57
> Isbandi Rukminto Adi, Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 1994)hal. 11
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Dalam skripsi ini dibahas usaha organisasi muslimat nu dalam
meningkatkan kehidupan ke taraf yang lebih baik dalam ruang lingkup meliputi
pengembangan kehidupan manusia dengan membangun kemitrasejajaran fungsi
laki-laki dan perempuan dalam menjamin kehidupan. Usaha usaha yang
dilakukan adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dengan cara
membentuk dan mendirikan koperasi dan konveksi, mengikutandilkan perempuan
dalam kegiatan parpol untuk di delegasikan sebagai wakil perempuan yang dapat
dijadikan sebagai tangan kanan dalam setiap kebijakan yang diambil, serta
memupuk rasa ketaqwaan dan mempererat hubungan antara dirinya / perempuan
dengan manusia lain dan sang kholig, yang mana kegiatan ini dilakukan melalui

Jam’iyah dan majlis ta’lim sebagai salah satu sarana dakwah.

2. Skripsi karya Herdian Nur Aviva yang berjudul “Studi Tentang Program
Pemberdayaan Fatayat NU Cabang Kota Mojokerto Melalui KBU (Kelompok

Belajar Usaha) Dalam Meningkatkan Ketrampilan Perempuan Putus Sekolah.”

Dalam skripsi ini dibahas usaha organisasi Fatayat NU untuk
membangkitkan kaum wanita terutama anggota fatayat nu sendiri agar dapat
keluar dari keterbatasan budayanya, serta turut beramal demi masyarakatnya.
Usaha usaha yang dilakukan adalah pemberdayaan perempuan pada bidang
ekonomi dengan cara memberikan pelatihan berupa ketrampilan membuat pupuk

dan pemberian modal kepada peserta pelatihan.



